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CEKUNGAN AIR TANAH DI INDONESIA

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lam-
piran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang En-
ergi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi
dalam huruf a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ten-
tang Cekungan Air Tanah di Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

3. Peraturan Pe nerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 3225);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lemba-
ran Negara Republik Indeonesia Tahun 2015 No-
mor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5801};

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Energi dan Sumber Davya
Mineral{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 132);

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011
tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan
Cekungan Air Tanah;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG CEKUNGAN AIR TANAH DI IN-
DONESIA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya
air yang terkandung di dalamnya.

2. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas
atau di bawah permukaan tanah, termasuk air
laut yang berada di darat.

3. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air ala-
mi dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas,
atau di bawah permukaan tanah,

4. Daya Air & ah potensi yang terkandung dalam
Air danji eda Sumber Air yang dapat mem-
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dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua
kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbu-
han, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah ber-
langsung.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sum-
ber daya mineral.

Pasal 2

(1) Sumber Daya Air termasuk di dalamnya Air Tanah
dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwa-
wasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk
mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan
untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

{2) Air Tanah dikelola dengan prinsip keterpaduan
dengan Air Permukaan.

{3) Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan pada Cekungan Air Ta-
nah.

Pasal 3
Cekungan Air Tanah ditetapkan berdasarkan
kriteria sebagai berikut:

a. mempunyai batas hidrogeologik yang dikontrol
oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulis
Air Tanah;

b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan
Air Tanah dalam satu sistem pembentukan Air
Tanah;dan

c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Pasal 4
Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 meliputi:
a. Cekungan Air Tanah dalam wilayah provinsi
b. Cekungan Air Tanah lintas provinsi; dan
c. Cekungan Air Tanah lintas negara.

Pasal b
Penetapan Cekungan Air Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Daftar
Cekungan Air Tanah dan Peta Cekungan Air Tanah
di Indonesia mengacu pada Lampiran 1 dan Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 6
Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dijadikan acuan oleh Menteri dan gu-
bernur sesuai dengan kewenangannya dalam peneta-
pan zona konservasi Air Tanah, pemakaian Air Tanah,
pengusahaan Air Tanah, dan pengendalian daya rusak
Air Tanah.

Pasal 7
Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dapat ditinjau kembali berdasarkan pe-
rubahan fisik pada Cekungan Air Tanah yang bersang-
kutan dan/atau ditemukan data baru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan di bidang
Air Tanah. :

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017
MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 56
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